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BUPATI MEMPAWAH 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 

NOMOR S 7  TAHUN 2 0 2 1  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 77 
TAHUN 2019  TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MEMPAWAH, 

Menirnbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka menyajikan nilai aset secara 
wajar sesuai dengan pendekatan sistematis dan 
logis atas manfaat ekonomis aset dalam Laporan 
Barang Milik Daerah dan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, maka 
Peraturan Bupati Mempawah Nomor 77 Tahun 2 0 1 9  
tentang Penyusutan Barang Milik Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah 
perlu dilakukan penyesuaian; 

b .  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Mempawah Nomor 77 Tahun 2019  tentang 
Penyusutan Barang Milik Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Mempawah; 

1 .  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;  

3 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones ia Nomor 4355) ;  



4. Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234)  sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2 0 1 9  
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2 0 1 9  
Nomor 183 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398) ;  

5 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 6573); 

6 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2 0 1 0  
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 1 2 3 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5 165 ) ;  

7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1 4 2 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523 ) ;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Perubahan Narna Kabupaten Pontianak menjadi 
Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4  
Nomor 166 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5556);  

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 9  
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 4 2 ,  
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322) ;  

1 0 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tahun 2 0 1 3  tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3  
Nomor 1425) ;  



1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 80 

Tahun 2 0 1 5  tcntang Pembcntukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 2 0  
Tahun 2 0 1 8  (Berita Negara Republik lndoncsia 
Tahun 2018  Nomor 157 ) ;  

1 2 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19  
Tahun 2 0 1 6  tentang Pedoman Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2 0 1 6  Nomor 547); 

13 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 
Tahun 20 16  ten tang Penggolongan dan Kodefikasi 
Barang Milik Daerah (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); 

14 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2 0 1 9  tentang Penyusutan Barang Milik 
Daerah (Betita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2 0 1 9  Nomor 164) ;  

15 .  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 1 ,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah 
Nomor 1 ) .  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 77 
TAHUN 2 0 1 9  TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MEMPAWAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 77 
Tahun 2019 ten tang Penyusutan Barang Milik Daerah di Lingkungan 
Pemeiintah Kabupaten Mempawah (Betita Daerah Kabupaten 
Mempawah Tahun 2 0 1 9  Nomor 77) diubah dan ditambah sebagai 
berikut :  

1 .  Ketentuan Pasal 1 0  ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan 
Pasal 10  berbunyi sebagai berikut :  
( 1 )  Penentuan nilai yang dapat disusutkan pada setiap objek 

penyusutan tanpa memperhatikan nilai residu . 
(2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ),  merupakan 

nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat. 

2 .  Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat, 
sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : 
( 1 )  Perhitungan dan pencatatan Penyusunan Aset Te tap dilakukan 

untuk setiap Aset Tetap. 



(2 )  Periode penyajian laporan perhitungan p e n y u s u t a n  aset  tetap 
paling sedikit dilakukan per semester. 

(3) Perhitungan penyusutan sebagaimana dimaksud da lam  
Pasal 20 ayat ( 1 ) ,  dilakukan dengan perhitungan pembagian per 
bulan dari masa manfaat.  

3.  Ketentuan Pasal 22 ayat ( 1 )  d i ubah ,  sehingga keseluruhan Pasal 22 
berbunyi sebagai berikut: 
( 1 )  Perhitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan 

dalam satuan mata uang rupiah tanpa pembulatan dimana jika 
terdapat nilai susut dibelakang koma bcmilai lebih dari 0 , 5  maka 
nilai akhir pada perhitungan susut ditambahkan 1 ,  sedangkan 
untuk nilai perhitungan susut yang memiliki nilai dibawah 0,5 
maka tidak menambah nilai susut aset tersebut. 

(2) Perhitungan Penyusutan Aset 
diperolehnya Aset Tetap sampai 
Manfaat Aset Tetap. 

4.  Ketentuan Pasal 26 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan 
Pasal 26 berbunyi sebagai berikut : 
( 1 )  Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, nilai aset yang telah 

disusutkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Apabila ada koreksi nilai penyusutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  m ak a :  
a. Diperhitungkan sebagai penambahan nilai akun akumulasi 

penyusutan dan pengurangan ekuitas pada Neraca; 

b.  Diperhitungkan sebagai transaksi koreksi atas periode 
diberlakukannya penyusu tan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Mempawah. 

Tetap dilakukan sejak 
dengan berakhirnya Masa 
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Ditetapkan di Mempawah 
pada tanggal a - 9  -  202 1  

rPATJ • MPAWAH}v. 
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